
BUPATI LOMBOK BARAT 

PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT 

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT 

NOMOR 4 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9A TAHUN 2019 TENTANG 

PERATURAN PELAKSANA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 

2018 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LOMBOK BARAT, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan 

Tera/Tera Ulang maka Tarif Retribusi Tera/Tera Ulang 

dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali 

dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan 

perekonomian masyarakat di Kabupaten Lombok Barat, 

perlu mengubah besamya tarif retribusi Tera/Tera Ulang 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 9A 

Tahun 2019 ten tang Peraturan Pelaksana atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2018 

tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Nomor 9A Tahun 2019 ten tang Peraturan 

Pelaksana atas Peraturan Daerah Kabu paten Lombok 

Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan 

Tera/Tera Ulang; 

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tetang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah 

Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1958 Nomor 122 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1655) ;  
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2 .  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981  tentang Metrologi 
Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 1 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3193) ;  

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
undang Nomor 9 Tahun 20 15  tentang Perubahan kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015  Nomor 58 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib 
dan Pembebasan untuk Ditera dan /atau Ulang serta 
Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan 
Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3283); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif 
Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 
tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1986 Nomor 22 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3329 ) ; 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 1 9 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 6 1 ) ;  
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8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 
tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan 
Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

8 1 1 ) ;  

9. Peraturan Menteri 

69/MDAG/PER/ 10/2012  

Perdagangan Nomor: 
ten tang Tanda Tera 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 95/M-DAG/PER/ 1 1 / 2 0 1 5 ;  

10.  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 
71/MDAG/PER/ 10/2014 tentang Pengawasan Alat-Alat 
Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Barang 
Dalam Keadaan Terbungkus dan Satuan Ukuran; 

1 1 .  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 1 5  Tahun 2018 
tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara republic 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650); 

12 .  Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi 
Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 158); 

13 .  Peraturan Bupati Nomor 9A Tahun 2019 tentang 
Peraturan Pelaksana atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Lombok Barat Nomor 5 tahun 2018 tentang Retribusi 
Pelayanan Tera/Tera Ulang (Berita Daerah kabupaten 
Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 9A 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG P. BAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 9A TAHUN 2019 TENTANG 
PERATURAN PELAKSANA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 
5 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA 
ULANG. 

PasalI 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9A Tahun 
2019 ten tang Peraturan Pelaksana atas Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 20 18 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera 
Ulang (Berita Daerah kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 
Nomor 9A) diubah sebagai berikut: 



- 4 ­  

Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat. 

Ditetapkan di Gerung : 033 
pada tanggal l jawad 

/suPATI LOMBOK BARAT,f 

fa· FA ALID • 

Diundangkan di Gerung 
pada tanggal I awa; 80a3 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LOMBOK BARAT, 

H. ILHAM 

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023 NOMOR .Lj 
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LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT 

NOMOR A TAHUN 2023 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9A 

TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANA ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

NOMOR 5 TAHUN 2018 TENT ANG RETRIBUSI 

PELAYANAN TERA/TERA ULANG 

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG 

BESARNY A TARIF 

NO. JENIS PELAYANAN (Rp) KETERANGAN 

LAMA BARU 

Biaya Pengujian 

1. TM/DL 10 Kg 6.900 10.350 Buah 

2. DL 25 Kg 8.300 12.450 Buah 

3. DL 1 10  Kg 10.400 15.600 Buah 
I 

4. TE < 1 Kg 20.750 26.975 Buah 

5. TE 1 - 2 5  Kg 62.200 80.860 Buah 

6. TE 2 5 -  100 Kg 69.200 89.960 Buah 

7. TE 100 - 1000 Kg 69.200 89.960 Buah 

8. Timbangan @ Ton 20.750 26.975 Ton 

9. TJ 30 Ton 622.500 809.250 Ton 

10. TJ 40 Ton 830.000 1.079.000 Ton 

1 1.  TJ 50 Ton 1.037.500 1.348.750 Ton 

12. TJ 60 Ton 1.245.000 1 .618.500 Ton 

13. PUBBM 138.350 179.855 Nozzel 
I 

14. TM + ATB 8.400 12.600 Buah 

15.  CB + ATB 20 - 100 Kg 22.100 28.730 Buah 

16. C B +  ATB 100 - 500 Kg 24.200 31.460 Buah 

~BUPATI LOMBOK BARAT,f 

p.FAUZAN 


